BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.1818, 2015 KEMENKEU. BLU. Laporan. Standar Akuntansi.
Penyajian.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217/PMK.05/2015
TENTANG
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan
dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi
pemerintahan;

b. bahwa untuk penyusunan dan penyajian laporan
keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur
ketentuan mengenai penyajian, pedoman struktur, dan
persyaratan minimum isi laporan keuangan Badan
Layanan Umum dalam suatu pernyataan standar
akuntansi pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan
perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan, perubahan tersebut diatur dengan
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Mengingat

Menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;

d. bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat
Nomor 1005/S/1-X11/09/2014 tanggal 3 September 2014
telah memberikan pertimbangan atas Rancangan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang
Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang

Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.

2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah.
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4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi

judul, nomor, dan tanggal efektif.

Pasal 2
Badan Layanan Umum selaku entitas akuntansi dan entitas

pelaporan menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

Pasal 3
Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh Badan
Layanan Umum selaku entitas akuntansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan mulai Tahun 2015 sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penerapan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat.

Pasal 4
Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh Badan
Layanan Umum selaku entitas pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan
SAP berbasis akrual.

Pasal 5

(1) SAP Dberbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dinyatakan dalam bentuk PSAP Nomor 13
tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Lampiran | Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 6
PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan

Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
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ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan Badan

Layanan Umum selaku entitas pelaporan mulai Tahun 2016.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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